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PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Pasal 203 ayat (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa
warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata
cara pemilihannya diatur ¢engan Perda yang berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah;

bahwa perkembangan situasi kondisi masyarakat membutuhkan
pengaturan yang jelas tentang tata cara pencalonan, pemilihan,
pengangkatzn, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuke Perzturan Daerah tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkaten, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa.

Undang-lUndang MNomcr & Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1936 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkdngan Proginsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang MNomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun,
Natuna, Kuanten Singingi dan Xota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Megara Fepublik Indonesia Momor 4274);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-uncdangan (Lembaran Negare Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indcnesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sehagaimana telah diuhah dengan Uindang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tertang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tertang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah menjadi
Undang-lIndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

6. Undang-Undang................



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbargar
Keuangan antara Pemerirtah Pusat daén Pemerintahan Daerab
(Lemoaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkst Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2003 Nomer 14, Tambahan Lembzran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan Pemerintah Nocmor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahzan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenteng Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tamb3shan Lembaran Negara Republik Indonesiz
MNomor 4741),

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragini Hulu Tahun 2001 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Naerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3
4.

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu,

Bupati adalah Bupati Indragiri Hu'u.

Desa ztau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut cesa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistern Pemerintahan Masional dan berada di
Daerah Kabupaten.

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintzhan oleh pemerintah desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat cetempat berdasarkan asal usul dan acat istiadat setempat yang dizkui dan
dihormati dalam sisitim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lzin 2dalah Kepala Desa dan perangka:
desa sebagai unsur penyelenggara pemerinlahan desa.



|

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disingkat BFD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggarazn pemerintahan desa sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Desa.

8. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan p=njaringan,
pemezriksaan dan penyaringan oeh paritia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon
kepela cesa.

9. Calon adalzh calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratar acmiristrasi dan
ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penyarirgar sebagai calon vang
berhak dipilh.

10, Calon yang berhak dipllih adalah calon kepala desa yang telah lolos dati penyaringan dan
mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPC untuk mengikuti pemilihan kepala desa.

11. Calon terpiih adaiah Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam
pemilihzn kepala desa.

12. Pejabat kepala Desa adaiah secrang pejebat yang telah diletapkan oleh BPD untuk
melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa calam kurun wakhi tertentis.
13. Pemilin adzlah penduduk desa vang bersangkutan dan telan memenuhi persyaratan

untuk menggurakan hak pilihnya.

14. Hak pilih adalah hak yang dim liki pemilih untuk merentukan pilihannya.

15. Penjaringan adalah upaye vang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan
bakel calon dari warga masyarakat desa setempat.

1b. Penyaringan adalah saleksi yang dilakukan bzik dari segi administrasi, pengetahuan
maupun kemampuan kepemimpinan Bakal Calon.

~ 17. Panisia adalah Panitia Pemlihan Kepala Desa yang dbertuk oleh BPD.

18. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarekat sesuai dengan kebutuhen dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam memberdayakan masvarakat.

19. Alokasi Dara Des2 (ADD) adalah dana yarg dialokasikan oleh Pemezrintah Kabupaten
untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah
yang diterima cleh Kakupaten

20. Anggarzn Pendapatan dar Belanja Desa selanjutnya disingkat APE Desa adalah rencana
keungan tahunan Pemerintzhar Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD, yang citetapkan dengan Peraturan Desa,

21. Peraturan Dese adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BFD bersama

Kepala Desa. '

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN MEKANISME PENCALONAN
Bagian Pertama
Pembentukan Panitia

Pasal 2
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Cesa mengenai akan berakhirmya masa jabatan
Kepala Desa seara tertulic 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatar.
(2) BPD memproses pemilihan kepale desa, paling lema 4 (empat) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan kepala decza.
(3) BPD membentuk panitia perrilihan yang ditetagkan dengan Keputusan.
(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari anggota BPD, Perangkat Desz
dan To<oh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan.
(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada avat (3) mempunyai tugas :
a. menerima perdafaran bakal calon;
b. melaksanzkan pendattaran pemilin untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia
Pemilihan;
c. melakukan peniaringan dan penvaringan Bzkal Calon;
d. menerma dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk
ditetapkan menjadi calon yang berhak cipilin;
e. melaksanzkan ujian saringan Calor untuk ditetapkan manjadi calon yang berhak
digilih;

f. melaksanakan.........coe e,



melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih;
mengajukan rencana biaya pemilihan;
membuat Berita Acara Pemilihan;
menetapkan jadwal prosas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
mengumumkan rama-nama calon yang berhak dipilih;
menetapkan tata tertib kampanye;
mengambil keputusan apabila timbul permzsalahan;
- menetapkan tanda gamkar untuk pemungutan suara;
melakukan urdian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilh:
menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilh berkenaan dengan
pelanggaran tata tertib kampanye;
menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib
pemilihan.
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Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih

Pasal 3

Yang dapat memilih Kepala Desa meliputi Penduduk Desa Warga Negara Republik Irdoresia
dengan syarat :

8.
b.

C.

(3)

(4)
(5)

(1)

terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah pada saat pendaftaran
pemliih;

sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran pemilihan yang
dituktikan dengan KTP/KK azau sudah menikah;

sehat jasmani dan rohani serta tdak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keoutusan
Pengadilan yang lelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasgal 4
Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah ke rumah.
Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukt vang
sah mengenai usia pamilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah
bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan pzling lama dan dikeluarkan aleh
instansi yang berwenang.
Datar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia ditmumkan di PEpar pengumuman
tersuka sehingga masyaraka: mengetahuinya.
Dengan alasan apapun hak memilih tidak dioenarkan diwaxilkan kepada siapapun.
Unzuk menghindari terjadinya pemilih yang mewak lkan, maka setiap pemilih diwajibkan
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti ciri lainrya vang dianggap sah
disamping Surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Keempat
Persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon
Pasal 5

Yang capat dipilih menjadi Kepala Cesa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik

IncConesia dengan syarat-syarat :

3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. sefia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Inconesia,
serta Femerintah;

c. tidak pernah terlibat langsurg stau tidak langsung  dalam keglatan yang
mengkhianati Pancasila dan UUD 1945;

d. berpendidikan .................



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

d. berpendidikan paling rendzh tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan

atau sederajat;

berusia paling rendeh 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya berumur 60;

sehat jasmani dan rohani;

berkelakuan baik, jujur dan adil;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

penduduk Desa setempat dan bertampat tinggal di Kampung sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun secara terus mene us;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman
paling lama 5 (lima) tahun;

k. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
dua kali masa jabatan;

m. memenuhi syarat lain yang diatur menurut ada istiadat setempat yang dicantumkan
dalam tata tertit pelaksanaan pemlihan kepala desa.

Pegawai Negeri yang mencalenkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam avat (1), harus pula memiliki Surat

Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesual ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pengaturan Izbih lanjut mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa diatur kemudian

dengan Peraturan Desa.
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Pasal 6
Bagi Pegawal Neger: atau Putra Desa yang telah dilantik menjad Kepala Desa, terhitung
mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Cesa yang bersangkutan.
Bagi Pegawai Negeri vang dipilih/diangkat menjaci Kepala Desa tenpe kehilangan
statusnya sebagai Pegawai Negeri.
Kepala Dasa yang dipilih/diangkat dari Pecawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan
gaji berkala, kenaikan pargkat, penchasilan lainnya dan kepadanya dapat diberiken
tembahan penghasilan dari Desa yang bersangkuten yang dibebankan kepaca
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diberikan oleh instansi induknya.
Pegawai MNegeri yeng tclah selesai melaksanaken tugasnya sebagai Kepala Desa
dikembalikan ke instansi induknya.
Pegawai Negeri yeng dipilin/diangkat menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang
bariaku.

Pasal 7
Pemilihan calon yang berhak dipliih dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Kapala
Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh ssku-ang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Pznitia.
Apabila pada pembukaan rapat Pemilihan Calon Kepalz Desa sebagaimana dimaksud
ayat (1), jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat
paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumiah
pemilih.
Adabla sampal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2), quorum
belum juga tercapai, Rapat pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh
Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum ¥
(setengan) jumlah pemilih.
Pengunduran waktu rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimrana dimaksud ayat
(3), diumumian dalam Forum Rapat cleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita
Acara Penundaan Pemilihar.



Pasal 8

Panitia Pemilihan yeng mempunyai Hak Memilih serta Calon yang terhak dipilih dalam
Pemilinan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak unkuk menggunakan hak pilihnya dengan
tetap wajib bersikap nertral dalam melzksanakan tugasnya.

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

7

(8

(9)

Pasal 9
Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan
rahasia.
Pemberian suara dilakukan dengan mencobles tanda gambar calen yang berhak dipilih
dalam bilik suara yeng disediakan oleh Panitia Pemilihan,
Seorang penilih hanya memberikan suarznya kepada 1 (satu) orang calon vang berhak
dipilif.

BAB II1
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Bagian Pertama
Kampanye

Pasal 10
Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipiih untuk
menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan
berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
EPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye
terjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Felaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-
hal vang bersifat positif dan menunjang kelancaran penvelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Pelaksanaan Pembangunan.
Pelaksanaan kampanye para caon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan
terdasarkan abjad nama calon yang berhak diplih dan masa kampanye untuk semua
calon selesai paing lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
Panitia melzkukan undian nomer uru: berdasarkan photo calon paling lambat 1 {satu)
hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi berita acara.
Femasangan photo calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan
Desa yang bersangkutzn.
kKampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diacakan secara
berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak
dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan
pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan
status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
Pencabutan status yang bersangkutan sebacai calon yang berhak dipilih sebagamana
dimaksud ayat (8) harus disetujui BPD.

(10} Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud

(1)

gvat (9), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, makz pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa tetap dilaksanakan,

Pasal 11
Apabila teriadi pelanggaran kampanye vang dilakukan oleh calon kepala desa/tm
sukses, masyarakat dapat memberikan laporan dengan bukti yang sah/kuat kepada
Panitia Pemilihan Kepala Desa 2 (dua) hari sebelurn pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Panitia berhak menyelesaikan pelanggaran dimaksud dengan musyawarah bersama-

sama BPD dan dapat memberikan sanksi :

a. peringatan dan teguran tertulis;

b. denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000,-
¢. menunda jadwal pelaksanaan pemungutan suara.



Pasal 12

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

a.
b.

C.
d.

mentaati secala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia;

hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat diganti
dengan photo;

membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;

berlapang dada dalam ha! tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan
tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembargunan;
menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 13

- Bentuk dan Model surat suara ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 14

Panitia menetapkan nomor urut berdasarkan Photo untuk pemungutan suara setelah
mendapat persetujuan BPD.

(1)

(2}

(1]
()

(1)
(2)
(3)

(@)

(1)

(2)

Pasal 15
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara dan
memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong
serta ditutupnys kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunzkan kertas yang
telah dibubuhi cap atau stempel panitia.
Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak <unci kotak suara dipegang
oleh Ketua Panitia.

Pasal 16
Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia melalui pemangailan
berdasarkan urutan daftar hadir,
Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara
dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru
setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 17
Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menagunakan alat vang
telah disadiakan oleh Panitia.
Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak
pilihnya.
Pemilih yang kelin mencoblos surat suara, dapat meminta surat baru setelah
menyerahkan surat baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicobles kepada
Panitia.
Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
yang disadiakan dalam keadaan terlipat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 18
Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada
masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi
dalam penghitungan suara.
Dalam hal tidak seorangoun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap
berjalan terus dan pemilihan dnyatakan s3h.

PASEl veecinrinnnn



(1)
2)

ey

3)

)
(2)
3)
(1)

(2)

Pasal 19
Panitia memeriksa keuluhan kotak suara szrta membuka kotak suara dan menghitung
surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu urtuk mengetahui suara yang diberikan
kepada czlon yang kerhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan photo
yang dicoblos tersebut serte mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian
rupa, sehingga dapat dilinat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 20
Surat suara diangyap udak sah, apabila ;
a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
b. tidak ditandatangani Ketua panitia atau yang mewakili;
C. terdapat tanda-tanda lain s2lain tanda yang telah ditetapkan;
d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilib;
e. memberikan suzra lebit dari satu (satu) calon;
f.  mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan,
g. coblosan mengena garis batas kotak gamkar.
Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih
pada caat itu juga.
Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara,
antara Panitia dengan calon atau saksl, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk
menantukan dan bersifat mengikat.

Bagian Keempat
Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 21
Setelah penghitungan sSuara Selesai, panitia memoauat, menandatangani dan
membacakan Berita Acara pemilihan di depan para celon yang berhak dipilih dan saksi
serta menyerahkannya kepada BPD.
Berita Acara pemilihan sebagaimana dmaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota Panitia pada saat itu juga.
Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan
menyatakan sahnya pemilihan calon temilih.

Pasal 22

Apabila lebik' dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah cukungan suara terbanyak
dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon
yang berhak dipilih dangan perclehan jumlzh suara yang sama.

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dileksanakan selambat-lambatnya 30
(tigapuluh) hari sajak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasinya tetap sama, maka
untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa
menjadi kewenangar BPD.

Pasal 23

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihen, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilinan,
Ketua Panitia mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara
Pemilihan untuk ditetapkan dalam keputusan.

BAB IV
PEMBATALAN PEMILIHAN DAMN SANKSI

Pasal 24

Pembatalan pemilihar dalam hal tertentu dapat dilakukan cieh pejbat yang berwenang
berdasarkan masukan dari BPD dan panitia pemilihan.
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BABV
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 25
Hasil pemilinan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BFD berdasarkan |laporan
dan Berita Acara Pemiihan dari Panitia dar disetujui sekurang-kurangrya 2/3 dasi
jumlan anggota BPD selanjLtnya disahkan olet Kepale Daerah.
Pengesahan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 30
(tigapuluh) hari terhitung tanggal dikirimnya penyamgaian hesil pemilihan dari BPD.
Kepada Calon Terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan
diberixan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan.

Pasal 26
Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan diamhil sumpah/janji menurut
agamanya dangan sungguh-sungguh, olsh Kepala Daerah aiau Pejabat lzin yang
ditunjuk untuk itu, cisaksikan cleh para anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat
lainnya dalam wilayzh Desa yarg barsengkutan,
Susunan katz-kata sumpah/ianji dimaksud adalah sebagai berikut:
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjenji bahwa saya akarn memenuhi kewajiban
selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya, bahwa
saya akan selalu tast dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila scbagai Dasar
MNegara, dan bahwa saya akan menegakkan kshidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 27

Masa jabatan Kepala Desa adalah € (enam) tatun sejak tanggal pelantikan dan dapat cipilih
kembali untuk satu keli masa jabatan berikutnya.
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BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 28
Kepala Desa berherti, karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
¢. diberhentikan.
Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ karena :
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b. tidak dapat melaksanzkan tugas secara berkelanjutan amu berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 [enam) bulan;
tidak lagi memenuhi syzrat sebagai Kepala Desa;
dinyatakan melanggar sumpahjjanji jabatan;
tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
melanggar larangan baqi Kepala Desa.
U5u1 pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b
dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpiran BPC kepada Bupati melalui
Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
Usul pemberhentian Kepale Desa sebagaimara dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, quruf
d, huruf & dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan
keputusan Musyawsrah BPD yang dibadiri oleh 272 (dug per tiga) dari jumlah anggota
BPD dan aspirasi masyarakat yang ditandatangzni oler sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumizh pemilih.
Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tica puluh) hari sejak usul
diterima.
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(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Bupati mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.

Pasal 29

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabilz
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjarz paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan penugadilan yang belum memperoleh
kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala Desa dibsrhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukt
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 30
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus
sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan
atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 31

(1) Kepale Desa yanc diberhentikan sermenzara schagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28, setelah melalul proses peradilan teryata terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus
merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai
dengan akhir masa jabatan,

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepale Desa sampai dengan
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32
Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebegaimana dimaksud dalam Pesel 27 ayal
(1) dan Pasal 28, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dar kewajiban Kepala Desa sampai
denganadanya putusan pengadilan yang telsh memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33
Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal
28, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan
pemilihan Kepala Desa paling lama & (enam) bulan terhitung sejak putusan pencadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 34
(1) Tindakan penyidikan terhadap Kegpala Desa dilaksanakan setelah adarnya persetujuan
tertulis dari Bupati.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahaten yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagamana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara
tertulis olzh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII

. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TIDAK TEPAT WAKTU, PENGANGKATAN PENJABAT DAN
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 35
(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepada Desa tidak dapat
dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan
tetap melaksanakan tugas.

(2) Apabila ..............



(2) Apatila cerpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup, BPD
mengusulkan Calon Pejabat Sementara Kepala Desa kepada Bupati,

Pasal 36

(1) Pengangkatan Fejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD
melalui camat dari perangkat Desz/PRS di lingkungan pemerintah kabupaten.

(2) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-

; lambatnya sampai dengan tergilih Kepala Kampung dalam pemilihan.

(3) Pejabat Kepala Desa mempersiapkan proses Pemilihén Kepala Desa.

(4) Tugas, wewenang dan kewajiban pejabat Kepala Desa adalah sama dangan tugas,
weweanang dan <ewajiban Kepala Desa.

Fasal 37
Besarnya Biaya pemilihan ralan Kepala Nesa ditanggung oleh Pemerntah Cesa bersama
masyarakat satempat.

BAB VIO
KETENTUAN PENUTUFP
Fasal 38
Pala saal berlakunya Peraturan Dagrah ini maka Peraturen Caerah Kabupaten Indragin Hulu
Meomor & Tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Hel-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerch ini mencenai peraturan pelaksangannya
akan diatur oleh Bupati.

Peraturan Dazrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeahuinys, memenntahkan pengundangan Peraturan Caerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 pei 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU,

tid

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM
Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 mei 30nE

SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,
ttd

Drs. H. AZHAR. SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 078 794

LEMBARAN CAERAH KABUPATEM INDRAGIRI HULU TAHUN 2008 NOMOR, 8
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